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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian ini, dapat disimpulkan be$be$rapa hal 

me$nge$nai pe$rlindungan hukum te$rhadap jurnalis dalam me$liput be$rita yaitu: 

1. Pe$rlindungan hukum te$rhadap jurnalis sudah jelas diatur dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 1999 te$ntang Pe$rs, dan juga dalam Pe$raturan 

De$wan Pe$rs Nomor: 5/Pe$raturan-DP/IV/2008 te$ntang Standar 

Pe$rlindungan Profe$si Wartawan. Me$skipun sudah adanya pe$raturan 

me$nge$nai pe$rlindungan hukum te$rhadap jurnalis dalam me$njalankan 

profe$sinya te$tapi dalam ke$nyataannya imple$me$ntasinya masih be$lum 

optimal, se$hingga ke$ke$rasan te$rhadap jurnalis masih me$njadi ke$rap 

te$rjadi. 

2. Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis masih menghadapi 

berbagai kendala, baik secara structural, kultural, maupun teknis. 

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat 

terhadap hak-hak jurnalis, lemahnya dukungan dari Perusahaan media, 

serta masih maraknya kekerasan terhadap jurnalis menunjukkan bahwa 

perlindungan yang dijamnin secara normatif belum sepenuhnya 

terwujud di lapanganan. Hal ini berdampak pada menurunnya rasa aman 

jurnalis dalam menjalankan tugasnya, serta mengancam kebebasan pers 

sebagai salah satu pilar utama demokrasi. 
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B. Saran 

Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian ini, maka pe$nulis me$mbe$rikan saran se$bagai 

be$rikut: 

1. Diharapkan le$mbaga pe$ne$gak hukum dan jurnalis le$bih dapat 

me$mahami me$nge$nai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 te$ntang 

Pe$rs. Jurnalis agar le$bih waspada dalam me$njalankan tugas dan 

tanggung jawabnya, agar tidak be$rada dalam situasi yang me$rugikan dan 

be$rpote$nsi me$mbawa dampak ne$gatif, te$rutama risiko ke$ke$rasan yang 

masih ke$rap te$rjadi. 

2. Pe$rlunya pe$rubahan ke$bijakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

1999 te$ntang Pe$rs agara le$bih me$njawab ke$butuhan yang ada saat ini. 

Se$lain itu re$visi te$rhadap UU ITE$ juga dipe$rlukan, khususnya untuk 

me$mpe$rje$las dan me$mbatasi Pasal-Pasal multitafsir yang dapat 

diinte$rpre$tasikan se$cara be$ragam dan be$rpote$nsi digunakan untuk 

me$ngancam ke$be$basan jurnalis. Peningkatan pemahaman aparat dan 

masyarakat agar mengetahui hak-hak jurnalis supaya jurnalis lebih 

dihormati dan dilindungi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku 

tindak kekerasan terhadap jurnalis, guna menghapus budaya impunitas 

dan menciptakan efek jera.  

 

 

 


